PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

‘ WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Poiitik, maka perlu ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Daerah; ’

b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a
diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik..

a Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1956

= tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota

' Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092), Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati I
Tanjungbalai dan Kabupaten Dati il Asahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

\ ‘_ 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

" Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

: Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor

" . . 76, Tambahan -Lembaran Negara Republik
Sl Indonesia Nomor 2298);




Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia ‘Tahun 1999 Nomor165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor-4389),




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah yang terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indopesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4513);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan

Pemerintahan Daeran Kabupaten / Kota

(Lembaran Negara Republik . Indonesia




15.

16.

17.

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politk sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan,
Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik;

Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah.
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Dengan Persetijuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI
dan
WALIKOTA TANJUNGBALAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN

KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b.
c.
d

Daerah adalah Kota Tanjungbalai;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungbalai;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;
Bantuan Keuangan adalah bantuan berbenfuk uang yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang
mendapatkan kursi di DPRD, yang bersumber dari APBD,;

Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh
sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela
atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk
memperjuangkan kepentingan anggotanya, masyarakat, bangsa
dan negara melalui Pemilihan Umum,;

Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau disingkat DPC atau
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Daerah
yang ditetapkan berdasarkan - hasil keputusan musyawarah
cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh  DPP Partai

Politik.
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(3)

(4)
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(2)

(3)

BAB li
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2
Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi
dan/fatau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah
memberikan bantuan keuangan kepada Partai Palitik,

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Partai Politk yang mendapatkan kursi di
DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politk sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan sekaligus .

diawal Tahun Anggaran.

Pasal 3
Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap
kursi tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan
kepada Partai Politik di Tingkat Provinsi.

Besarnya bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada_
ayat (1) dapat diubah pada setiap Tahun Anggaran sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB |l
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4
Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh
Pimpinan Cabang partai politik atau sebutan lainnya yang sah
kepada Kepala Daerah.




(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada
ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
sebutan lainnya yang sah.

r (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagimana dimaksud pada
! ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari
Komisi Pemilihan Umum Daerah.

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN.
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5
Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan
oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk atas nama Kepala
Daerah kepada Ketua dan Bendahara Dewan pimpinan Daerah
Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara
Serah Terima.

' Pasal 6

(1) Partai Politik yang menerima dana bantuan dari Pemerintah
Daerah harus menyampaikan laporan penggunaan dana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

(2) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik
disampaikan kepada Kepala Daerah setelah diaudit sesuai
ketentuan perundang-undangan

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

- Pasal 7
Tata cara pengajuan dan penyerahan dan laporan penggunaan
bantuan keuangan kepada Partai Politik diatur lebih lanjut oleh

Kepala Daerah




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

WALIKOTA TANJUNGBALALI

7,

s SUTRISNO HA

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 29 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

DARWIN ZULAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAlI NOMOR 10
~’ TAHUN 2008
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